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Abstrak 

Hak menguasai tanah dari negara, berarti negara (pemerintah) bukan pemilik tanah. Akan tetapi 

pemerintah berhak mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah, mengatur 

hubungan hukum antara orang dengan tanah, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum terhadap 

tanah dengan tetap memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-

Undang Pokok Agraria. Namun, dalam pengaturan pengadaan tanah dapat dijabarkan Perolehan tanah 

untuk kepentingan umum menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tidak 

menggunakan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-

benda Yang Ada di Atasnya. Pengadaan tanah pada hakikatnya adalah tindakan pemerintah untuk 

memperoleh tanah untuk kepentingan umum, berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan 

penyerahan hak dan ganti rugi sebelum hak dicabut. Namun pada kenyataannya banyak hal yang tidak 

merepresentasikan teori ini. Namun pada kenyataannya banyak sekali pemberian ganti rugi yang tidak 

sesuai aturan atau prosedur yang sudah di buat dan seharusnya dilakukan. Namun dalam kenyataannya 

banyak masalah yang terjadi dan tidak sesuai. Dalam mengatasi permasalahan pengadaan tanah ini 

dapat diajukan penyelesaiannya. Berdasarkan sifat sengketa, sengketa dibedakan menjadi 2 (dua) 

macam, yaitu: Pertama, Sengketa tata usaha negara. Sengketa timbul disebabkan oleh diterbitkannya 

Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan/pejabat tata usaha negara. 

 

Kata kunci : Pengadaan tanah, ganti rugi, kelayakan.      

 

Abstract 

The right to control land from the state means that the state (government) is not the owner of the land. 

However, the government has the right to regulate the allotment, use, supply and maintenance of land, 

regulate legal relations between people and land, and regulate legal actions against land while taking 

into account the social function of land rights as referred to in Article 6 of the Basic Agrarian Law. 

However, in land acquisition arrangements, land acquisition for public purposes can be described using 

the legal basis of Law no. 2 of 2012 does not use Law no. 20 of 1961 concerning Revocation of Rights 

to Land and Objects on it. Land acquisition is essentially a government action to acquire land for the 

public interest, based on deliberations to reach an agreement on the transfer of rights and compensation 

before the rights are revoked. But in reality there are many things that do not represent this theory. 

However, in reality there are a lot of compensations that are not in accordance with the rules or 

procedures that have been made and should be carried out. However, in reality many problems occur 

and are not appropriate. In overcoming the problem of land acquisition, a solution can be proposed. 

Based on the nature of the dispute, disputes are divided into 2 (two) types, namely: First, state 

administration disputes. Disputes arise due to the issuance of State Administrative Decrees by state 

administrative bodies/officials.      
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